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PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Pasal 1 ayat
(1) menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk
Republik. Kemudian dalam ayat (2) Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ayat (3) Negara Indonesia adalah
Negara Hukum”. Dalam Pasal 18 di sebutkan bahwa “(1) Negara Kesatuan Republik
Indonesia di bagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas
kabupaten/kota, yang tiap-tiap kabupaten/kota mempunyai pemerintahan daerah,
yang diatur dalam undang-undang, ayat (2) pemerintahan daerah provinsi, daerah
kabupaten/kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan. Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah
dengan menggunakan asas otonomi yang di maksudkan adalah otonomi seluas-
luasnya kecuali urusan pemerintahan pusat, seperti yang di jelaskan dalam ayat (5)
yaitu Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan
pemerintah yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.
Pelaksanaan otonomi seluas-luasnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
berhak mengatur dan mengurus sendiri pemerintahanya sesuai dengan asas-asas

otonomi, seperti yang dimuat dalam ayat (6) pemerintah daerah berhak menetapkan



peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas

pembantuan”.

Desa merupakan hirarki terendah pemerintahan dari Negara Kesatuan
Republik Indonesia, menurut “Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 bahwa
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya
disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia”. Dalam pengertian lain Desa adalah suatu wilayah yang
ditempati sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah
langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri
dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.® Pemerintahan desa dalam sistem
pemerintahan daerah akan berhubungan dan bersentuhan dengan masyarakat.
Karenanya sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan desa sangat
didukung dan ditentukan olenh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) sebagai bagian pemerintahan Daerah. Struktur kelembagaan dan mekanisme
kerja di semua tingkatan pemerintahan, khususnya pemerintah desa harus diarahkan

untuk dapat menciptakan pemerintah yang responsif terhadap perkembangan dan

I Taliziduhu Ndraha, Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa, Jakarta, Bumi Aksara, 1991,hal 4



perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Karena daerah dapat mengatur dan
mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi yang ada

dalam masyarakat.

Menurut Jimly Assiddigie “Dengan kebijakan dalam otonomi daerah
diharapkan dapat mengatasi berbagai gejala dan kemungkinan berkembangnya
disintegrasi bangsa dan sekaligus meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam
dinamika pertumbuhan pembangunan secara mandiri dari bawah yang lebih
menjamin kedilan dimasa mendatang. Walaupun dalam prakteknya tidak dapat
dipungkiri bahwa euforia otonomi dan desentralisasi cenderung untuk diperhatikan
sebagai suatu kewenangan dan kebebasan mengatur dan mengurus rumah tangganya
sendiri, sehingga banyak yang melupakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah
negara kesatuan”.? Reformasi dan otonomi daerah sebenarnya adalah sebuah harapan
baru bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk membangun desanya sesuai
kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Otonomi adalah suatu peluang baru yang dapat
membuka ruang kreativitas bagi aparatur desa dalam mengelola desa, misalnya semua
hal yang akan di lakukan oleh pemerintahan desa harus melalui rute persetujuan
kecamatan, untuk sekarang hal itu tidak berlaku lagi. Hal itu jelas membuat
pemerintah desa semakin leluasa dalam memnentukan program pembangunan yang

akan di laksanakan, dan dapat disesuaikan masyarakat desa.

2 Jimly Assiddiqgie, “Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaanya di
Indonesia”,Ichtiar Baru Van Hoeve,Jakarta, 1994, hal.4



Undang-Undang Desa nomer 6 Tahun 2014, kedudukan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) mengalami perubahan. Jika sebelumnya BPD
merupakn unsur penyelenggaraan pemerintahan maka sekarang menjadi lembaga
desa. Dari fungsi hukum berubah menjadi fungsi politis. Kini, fungsi BPD vyaitu
menampung dan menyalurkan aspirasi, merencanakan ABPDes, dan mengawasi
pemerintahanan desa. Sedangkan tugasnya adalah menyelenggarakan musyawarah
desa (mudes) dengan peserta terdiri kepala desa, perangkat desa, dan tokoh
masyarakat. Jumlah pesertanya tergantung situasi kondisi setiap desa. Musyawarah
desa berfungsi sebagai ajang kebersamaan dan membicarakan segala kebijakan
tentang desa. Pada masa lalu, desa hanya menjadi objek pembangunan. Dari
banyaknya Undang-Undang yang silih berganti menggambarkan betapa dinamisnya

perumusan kebijakan pengaturan pemerintah desa.®

Keberadaan sebuah desa memiliki keanekaragaman yang di selaraskan
dengan asal-usul budaya yaitu : (1) Keanekaragaman, disesuaikan dengan asal-usul
sosial budaya masyarakat setempat, (2) Partisipasi, bahwa penyelenggaraan
pemerintah dan pembangunan desa mampu mewujudkan peran aktif masyarakat dan
turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama, (3)
Otonomi asli, bahwa kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur berdasarkan
pada hak asal-usul dan nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarkat setempat, (4)

Demokrasi, artinya penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di

3 Christina, dkk,Jaman Daulat Rakyat,Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta 2000, hal 21-22.



desa harus menampung aspirasi-aspirasi masyarakat yang di musyawarahkan dan
kemudian di pilih untuk tampung oleh BPD, (5) Pemberdayaan Masyarakat, artinya
penyelenggaraan dan pembangunan desa di tujukan untuk meningkatkan taraf hidup
dan kesejahteraan masyakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang
sesuai dengan pokok masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Dapat disimpulkan
bahwa landasan pemikiran dalam Pemerintah Desa adalah keanekaragaman,

partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarkat . *

Pemerintahan desa dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan desa tidak di bisa terapkan secara langsung karna harus melalui
proses yang di tentukan. Hal ini karena adanya perberbedaan kondisi sosial, politik
dan budayanya. Salah satu contohnya yaitu dalam pengambilan keputusan yang diatur
dalam “Pasal 85 Peraturan Pemerintah No 43 tahun 2014 Tentang peraturan
pelaksanaan Undang-undang desa bahwa untuk melaksanakan Peraturan Desa,
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.
Namun dalam prakteknya pengambilan keputusan juga dilakukan melalui
musyawarah karena pada dasarnya sifat masyarakat desa yang statis dan juga karena

mereka masih memiliki rasa kekeluargaan yang kuat”.

Dalam proses pengambilan keputusan desa dilakukan dengan dua macam
cara. Pertama, keputusan-keputusan yang beraspek sosial, yang mengikat masyarakat

secara sukarela, tanpa sanksi yang jelas. Kedua,keputusan-keputusan yang di buat

4 Sarundjang,. Arus Balik Kekuasaan pusat ke Daerah, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.,2002, hal.181.



oleh lembaga-lembaga formal desa yang di bentuk untuk melakukan fungsi
pengambilan keputusan. Bentuk keputusan pertama, banyak di jumpai dalam
kehidupan sosial masyarkat desa, proses pengambilan keputusan dilakukan melalui
persetujuan bersama, dimana sebelumnya alasan-alasan untuk pemilihan alternatif
diuraikan terlebih dahulu oleh para tetua desa ataupun orang yang dianggap mampu

memberikan masukan yang baik.

Adapun pada bentuk kedua, keputusan-keputusan di dasarkan pada prosedur
yang telah disepakati bersama, seperti proses Musyawarah Pembangunan Desa
(Musbangdes) yang dilakukan setahun sekali di balai desa. Proses pengambilan
keputusan tersebut dilakukan pihak-pihak secara hukum diberi fungsi untuk itu, yang

kemudian di sebut dengan Peraturan Desa (Perdes) .

Peraturan desa adalah produk hukum tingkat desa yang ditetapkan oleh
kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan
pemerintah desa. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari perundang-
undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat

setempat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menganti posisi Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa
menjadi lembaga desa. Sebagai lembaga desa, fungsi dan kedudukan BPD, yaitu

lembaga legislatif desa yang mengusung mandat untuk menyalurkan aspirasi,



merencanakan anggaran, dan mengawasi pemerintahan desa. merencanakan

anggaran, dan mengawasi pemerintahan desa .

Badan Permusyawaratan Desa yang disingkat BPD adalah wakil dari
penduduk desa Badan Permusyawaratan Desa yang disingkat BPD adalah wakil dari
penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang di tetapkan
dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD bisa terdiri atas ketua rukun
warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh masyarakat
lainya,® Disamping menjalankan fungsinya sebagai jalur penghubung antara kepala
desa dengan masyarakat desa, juga harus menjalankan fungsi pokoknya, yakni fungsi

perwakilan (legislasi).

Dalam acara Dialog Kebijakan Tugas dan Fungsi Badan permusyawaratan
Desa dalam UU Desa yang baru yang diselenggarakan di Gedung PDAM Kabupaten
Magelang, 16 Maret 2014, Peserta mengungkapkan sejumlah problematika yang di
hadapi BPD. Pertama, BPD belum memahami tugas pokonya. Untuk itu perlu
adanya, pembekalan, bimbingan bagi BPD, Baik dari akademisi, camat, atau pihak
yang ditunjuk. Kedua, rekruitmen BPD. Biasanya para anggota BPD berasal dari
orang seadanya, jarang ada yang minat mendaftarkan diri sebagai BPD. Ketiga,
penggajian, karena BPD tidak mendapatkan gaji seperti kepala desa dan

perangkatnya. Ini termasuk salah satu faktor yang menyebabkan BPD tidak

5 Dr.Hanif Nurcholis .,.Pertumbuhan dan penyelenggaraan Pemerintah Desa,Erlangga., 2011,hal. 78.



menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Pada masa lalu,desa hanya

menjadi objek pembangunan.®

Badan Perwakilan Desa yang selama ini berubah namanya menjadi Badan
Permusywaratan Desa, perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya
politik lokal berbasis pada filosofi “musyawarah untuk mufakat “. Musyawarah
berbicara tentang proses,sedangkan mufakat berbicara hasil. Hasil yang baik di
harapkan diperoleh dari proses yang baik. Melalui musyawarah untuk mufakat
meminimalisir berbgai konflik antara para elit politik, sehingga tidak sampai

menimbulkann perpecahan yang berarti.

Namun dengan demikian pada saat ini yang terjadi di Desa Klepu apa yang
telah disepakati oleh Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa kadang
tidak sesuai apa yang diinginkan masyarakat sehingga pembentukan peraturan desa
hanya menjadi sebuah agenda Pemerintah Desa yang tidak substantif dan kooperatif
atas kepentingan rakyat, yang seharusnya BPD (Badan Permusywaratan Desa)
menjadi wadah penyaluran aspirasi masyarakat. Kurangnya sosialisasi peraturan yang
di buat oleh Perangkat Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa yang menjadi

permasalahan yang didalam penyusunan dana penetapan pereatuaran tidak sesuai

® http://www.forumdesa.org/?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=80,pada tanggal 2 Maret 2017
pukul 12.34



http://www.forumdesa.org/?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=80,pada

apa yang diinginkan masyarakat sehingga masih banyak aspirasi yang tidak dapat di

akomodir oleh BPD.’

Penulis merasa tertarik untuk meneliti Badan Permusyawaratan Desa di Desa
Klepu Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah dalam
pembentukan Peraturan Desa (Perdes), maka penyusun memandang BPD dalam
pembentukan dan penetapan peraturan desa di desa Klepu secara komprehensif yang
akan di tuangkan dalam skripsi yang berjudul : Peran Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa (di Desa Klepu Kecamatan Pringapus

Kabupaten Semarang).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang penelitian maka dapat dirumuskan

masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Badan Permusywaratan Desa (BPD) dalam
penyelenggaraan pemerintahan yang ada di Desa Klepu Kecamatan
Pringapus Kabupaten Semarang ?

2. Bagaimana prosedur pembentukan peraturan desa di Desa Klepu

Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang ?

7 Hasilwawancara Perangkat Desa Klepu, 20 Juli 2017



3. Bagaimana peranan Badan Permusywaratan Desa (BPD) Desa Klepu

dalam pembentukan peraturan desa ?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan dalam penelitian adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui prosedur pembentukan peraturan daerah di Desa Klepu
Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang
2. Untuk mengetahui peran Badan Permusywaratan Desa (BPD) di Desa
Klepu Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang
3. Untuk mengetahui peran Badan Permusywaratan Desa (BPD) dalam

pembentukan peraturan desa.

D. Kegunaan Penelitian
1. Manfaat Teoritis
a. Penelitian ini di harapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi
pengembangan ilmu hukum khususnya ilmu hukum tata negara,
sehingga dapat memberikan kontribusi akademisi mengenai
gambaran penyusunan peraturan Desa Klepu Kecamatan Pringapus

Kabupaten Semarang
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b. Hasil penelitian ini di harapkan mampu membrikan informasi lebih
banyak kepada masyarakat umum dan dapat di gunakan sebagai
penelitian selanjutnya oleh sarjana maupun calon sarjana.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan membawa hasil yang dapat di jadikan bahan
masukan bagi para pihak yang berkaitan dengan pembuatan peraturan

Desa Klepu Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang

E. Kerangka Konseptual
Untuk mengupayakan agar tidak terjadi kebinggungan dan kesalahan
dalam mengartikan berbagai konsep pokok dalam penelitian ini, maka
penelitian ini beracuan bahwa :

1. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang desa di sebutkan bahwa ““ Desa adalah desa dan desa adat
atau yang di sebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut desa,
adalah kesatuan masyarakat hokum yang memiliki batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarkat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/ atau hak tradisional yang
diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia”.

11



2. Pemerintah Desa adalah adalah penyelenggara urusan pemerintah
oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan pada
asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormti
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
pejabat desa yaitu Kepala Desa, Sekertaris Desa dan Staf Desa

lainya.

3. Badan Permusyawaratan Desa yang disebut BPD adalah
merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam

penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai

"parlemen”-nya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada

era otonomi daerah di Indonesia.

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan
berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara
musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun
Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan
tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota
BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk

1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan Anggota BPD tidak
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diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan

Perangkat Desa.®

4. Peraturan Desa selanjutnya di sebut PerDes adalah bentuk regulasi
yang dikeluarkan pemerintan desa sebagaimana kabupaten
membuat peraturan daerah, Peraturan desa di tetapkan oleh
kepala desa bersama BPD. Peraturan desa di bentuk dalam rangka
penyelenggaraan pemerintah desa. Peraturan desa merupakan
penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya
masyarakat desa setempat.

Isi dari peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan
kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang

lebih tinggi,serta norma kesusilaan masyarakat.®

F. Metode Penelitian
1. Pendekatan penelitian
Menurut Soejono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu
kegiatan ilmiah, yang di dasarkan pada metode, sistematika dan
pemikiran, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala

hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya. Kecuali it, maka di adakan

8 https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Permusyawaratan_Desa tanggal 2 Maret 2017 pukul 12.34
® Dr.Hanif Nurcholis,Op.Cit, hal .113.
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pemeriksaan yang mendalam terhada fakta hukum tersebut, untuk
kemudian mengusahakan seuatu pemecahan atas permalahan-
permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.®

Metode pendekatan yang akan digunakan adalah metode pendekatan
yuridis sosiologis. Yang di maksud yuridis, yaitu tinjauan berdasarkan
hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan
sosiologis mengacu pada aplikasi dan fenomena yang berkembang di
lingkup masyarakat. Hukum di dekati dengan dua sudut pandang hukum
yaitu hukum dipelajari dan diteliti secara normatif (law in book) dan
secara empiris (law in action). Studi ini ingin melihat pentingnya arti
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyusunan Peraturan Desa

di Desa Klepu Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang.

2. Jenis dan Sumber Data
Dalam penelitian ini akan digunakan data primer dan data
sekunder. Di bawah ini akan di rincikan satu persatu apa saja yang
termasuk ke data primer dan sekender yang menunjang penelitian ini
terlaksana.
a. Data Primer
Di dapatkan dari Kantor Pemerintahan Desa Klepu Kecamatan

Pringapus Kabupaten Semarang terkait dengan Badan

10 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum ,Universita Indonesia ,1986, hal 6
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Permusyawaratan Desa dalam proses pembentukan Perdes.
Selain itu juga data primer di peroleh lewat interview
(wawancara) kepada anggota BPD selaku mitra Pemerintah
Desa dalam pembentukan Perdes!!, serta Studi pustaka dan
dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara
mencari dan membaca literatur dan dokumen yang
berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari

perpustakaa.

b. Data Sekunder
Data Sekunder terdiri dari tiga macam vyaitu :

1. Bahan-bahan hukum Primer, yang terdiri dari :

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014
tentang Desa

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa

- Peraturan perundang-undangan lainya yang berkaitan
dengan materi penulisan hukum ini

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan

bagi bahan hukum primer, terdiri dari :

- Berbagai buku yang berkaitan dengan masalah yang di

teliti.

11 Ibid, hal 12
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- Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Badan
Permusywaratan Desa.

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan
petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan
sekunder, terdiri dari : Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa
Indonesia dan lain-lain.

c. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah
metode literasi yaitu pengumpulan data melalui penelurusan
dan penelaahan sumber-sumber keputakaan yang ada dan
relevan dengan masalah yang diteliti, seperti buku, jurnal,
peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen atau data
tertulis lainya yang terkait dengan  pembahasan
sesudah/sebelum proposal ini. Selain pemgumpulan data
dengan metode wawancara, penggunaan metode wawancara
yang diajukan kepada pejabat pemerintah desa, Badan
Permusywaratan Desa dan tokoh masyarakat setempat .

Wawancara tersebut untuk mengetahui informasi
mengenai Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan
dan Penetapan Peraturan Desa (Studi kasus Desa Klepu

Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang)

16



d. Metode Analisis Data

Analisis data untuk penulisan ini dilakukan dengan
cara menafsirkan data-data yang terkumpul dalam rangka
menjawab permasalahan skripsi ini melalui wawancara dan
studi kepustakan, dengan mengkaji kenyataan- kenyataan yang
ada berdasarkan hasil penelitian, lalu di interprestasikan secara
sistematis dengan persoalan yang ada terutama yang mengatur
tentang penegakan hukum atau implementasi undang-undang
dan peraturan daerah. Teknik analisis dan interprestasi data di
peroleh di sajikan secara kulitatif untuk selanjutnya dilakuakn
analisis deskriptif dan prespektif dengan yuridis normatif.
Karana data yang dikumpulkan adalah data kualititatif dengan
model interaktif. Prosesnya melalui tiga tahap yaitu mereduksi

data,menyajiakn data dan menarik kesimpulan .

G. Sistematiak Penulisan

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai
berikut :
Bab | Pendahuluan, menguraikan hal-hal ini yang berkaitan dengan

penyusunan skripsi, yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah,
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tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, jadwal penelitian dan
sistematika penulisan.

Bab Il Tinjauan Pustaka,Pada bab ini merupakan pengantar pemahaman
terhadap dasar hukum, pengertian-pengertian umum mengenai tentang pokok
bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang nantinya digunakan sebagai
bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataan yang terdapat
dalam praktek. Adapun garis besar penjelasan dalam bab ini adalah menjelaskan
mengenai Tinjauan Penegertian, fungsi, peran, hak dan kewajiaban Badan
Permusyawaratan Desa

Bab 111 Hasil Penelitian dan Pembatasan, Bagaimana prosedur pembentukan
peraturan desa di Desa Klepu, dan peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan
yang ada di Desa peranan Badan Permusywaratan Desa BPD Desa Klepu dalam

pembentukan peraturan desa.

Bab 1V Penutup,memberikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari

rumusan masalah yang telah di bahas dan saran.
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